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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data tentang implementasi 

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian bagi 

masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

in telah dilaksanakan, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Hal 

ini terlihat dari beberapa kendala yang ditemukan pada indikator-indikator teori 

implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai berikut: 

1. Komunikasi  

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi, 

namun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum 

sepenuhnya merata, pemahaman prosedur masih rendah, dan informasi yang 

diterima masyarakat belum sepenuhnya konsisten. 

a.  Dimensi transformasi informasi: Seluruh masyarakat mengetahui adanya 

program santunan kematian, namun sumber informasi didominasi jalur 

informal seperti tetangga atau kerabat (38,46%), sehingga berpotensi 

menimbulkan perbedaan informasi. 

b. Dimensi kejelasan informasi: Sebagian besar informan (53,85%) 

menyatakan prosedur sulit dipahami, sementara yang menyatakan sangat 

mudah hanya 34,62%, dan cukup mudah 11,54%. Pengetahuan dokumen 

relatif lebih baik (69,23% mengetahui), namun masih ada 30,77% yang 

belum paham. 
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c. Dimensi konsistensi informasi: Setengah responden (50%) menilai 

informasi konsisten, sedangkan 46,15% menilai tidak konsisten, yang 

berpotensi menimbulkan kebingungan dan perbedaan pemahaman. 

2. Sumber Daya 

Berdasarkan hasil penelitian, indikator sumber daya menunjukkan bahwa 

program telah didukung fasilitas memadai, namun masih terkendala pada SDM, 

anggaran, dan kecukupan informasi. 

a. Dimensi sumber daya manusia: pihak paling banyak membantu masyarakat 

adalah perangkat desa (46,15%), kemudian orang lain (42,31%) dan kesra 

kecamatan (11,54%). Sebagian besar (61,54%) menilai petugas ssudah 

memadai, namun 30,77% menilai belum memadai. 

b. Dimensi fasilitas: Seluruh informan (100%) memiliki sarana pendukung, 

dan fasilitas pelayanan tergolong lengkap. 

c. Dimensi Anggaran: tidak tersedia alokasi khusus untuk sosialsasi dan 

pelatihan teknis di tingkat kecamatan maupun desa. 

d. Dimensi informasi dan kewenangan: sebagian besar (69,23%) menilai 

informasi belum cukup, meski seluruh informan (100%) yakin petugas 

memiliki kewenangan yang jelas. 

3. Disposisi 

Disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi 

petugas dalam memberikan pelayanan santunan kematian. Namun, petuga belum 

secara proaktif memastikan masyarakat mendapatkan informasi secara jelas dan 

merata. 
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a. Dimensi kejujuran: seluruh informan (100%) menyatakan petugas jujur dan 

transparan. 

b. Dimensi Komitmen: seluruh informan (100%) menilai petugas komitmen 

dan bertanggung jawab. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi telah terbentuk dengan koordinasi antara kecamatan dan desa 

yang dinilai cukup baik, namun mekanisme teknis dan sosialisasi belum maksimal. 

c. Dimensi mekanisme/SOP: Hanya 38,46% yang merasa prosedur jelas dan 

mudah diikuti, 38,46% menilai sulit, dan 23,08% tidak tahu. Terkait 

ketersediaan petunjuk penggunaan aplikasi, hanya 38,46% yang 

mengetahui, 34,62% menyebut tidak ada, dan 26,92% tidak tahu. 

d. Dimensi struktur birokrasi: koordinasi antar kecamatan dan desa dinilai 

cukup baik, terutama dalam penyelasaian administrasi. 

Secara keseluruhan, tantangan utama meliputi penyebaran informasi yang 

belum terstruktur, keterbatasan anggaran dan pelatihan, serta pemahaman prosedur 

yang belum merata. Diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, 

dan perbaikan SOP agar layanan berjalan lebih efektif. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan mengenai Implementasi Aplikasi 

Sanduk dalam Pelayanan santunan Kematian di Kecamatan Kedungadem sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan Sosialisasi dan pelatiihan teknis. 
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Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi secara rutin dan terstruktur, baik 

melalui pertemuan tatap muka, media sosial resmi, maupun  papan informasi 

sehingga informasi yang diterima masyarakat lebih jelas dan konsisten. 

2. Penguatan Kapasitas SDM 

Melakukan pelatihan teknis secara berkala bagi perangkat desa dan kecamatan 

agar pendampingan kepada masyarakat lebih efektif. 

3. Pengalokasian Anggaran Khusus 

Menyediakan anggaran untuk mendukung pelatihan, sosialisasi, dan pengadaan 

sarana pendukung sehingga pelayanan dapat dilakukan secara optimal. 

4. Penyempurnaan SOP dan Panduan Penggunaan 

Menyusun dan menyebarkan panduan SOP yang sederhana, jelas, dan mudah 

dipahami oleh masyarakat. 

5. Peningkatan Koordinasi Lintas Tingkatan pemerintahan 

Memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah khususnya dalam 

penanganan kendala teknis agar permasalahan dapat diselesaikan tanpa 

menghambat proses pelayanan. 

6. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal untuk studi lebih lanjut 

terkait implementasi kebijakan dalam pelayanan publik. 
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